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PERATURAN 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN 

FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN  

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa guna terciptanya perbandingan ideal antara jumlah 

jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika 

dengan beban kerja di lingkungan Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika, maka pengangkatan Pegawai 

Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Pengamat 

Meteorologi dan Geofisika harus dilakukan berdasarkan 

peta formasi jabatan fungsional Pengamat Meteorologi dan 

Geofisika; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penetapan Formasi Kebutuhan  Jabatan 

Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika di 

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

 

 

Mengingat :     1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang 
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Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5121); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas 

Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

240); 

7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan 

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
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Nomor KEP.18/M.PAN/2004 tentang Jabatan Fungsional 

Pengamat Meteorologi dan Geofisika; 

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 

SK.185/KP.302/KB/BMG-06 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi 

dan Geofisika; 

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, 

dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan 

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1740); 

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun 

Pemantau Atmosfer Global (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1741); 

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan 

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

555); 

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
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Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan 

Fungsional Melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, 

DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DAN 

PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL 

PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA DI LINGKUNGAN 

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan : 

1. Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengamat 

Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya disebut 

Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG adalah 

jumlah dan susunan jabatan fungsional Pengamat 

Meteorologi dan Geofisika yang dibutuhkan oleh suatu 

satuan organisasi dan/atau unit kerja untuk mampu 

melaksanakan tugas pengamatan dan pelayanan 

meteorologi, klimatologi, dan geofisika dalam jangka 

waktu tertentu. 

2. Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional 

Pengamat Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya 

disebut Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional 

PMG adalah metode analisis untuk menghitung 

kesesuaian antara beban kerja dan kebutuhan jabatan 

fungsional tiap jenjang. 

3. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak 

seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan 

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan 

pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang 
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bersifat mandiri dan telah ditetapkan angka kreditnya 

oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang 

pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan rumpun 

jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil. 

4. Pengamat Meteorologi dan Geofisika yang selanjutnya 

disingkat PMG adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh 

oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan 

tugas/kegiatan pengamatan meteorologi dan geofisika. 

5. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan 

dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus 

dicapai oleh Pengamat Meteorologi dan Geofisika dan 

digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan 

dan kenaikan pangkat/jabatan. 

6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang 

selanjutnya disingkat BMKG adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang bertugas dan bertanggungjawab di 

bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika. 

8. Pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan BMKG. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan Peraturan Kepala Badan ini adalah : 

a. memberikan pedoman dalam melakukan penyusunan dan 

penetapan Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG; 

dan 

b. meningkatkan kualitas perencanaan, penyusunan 

formasi, dan penempatan pegawai. 
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BAB III  

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN FORMASI KEBUTUHAN 

JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI  

DAN GEOFISIKA 

 

Pasal 3 

Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG disusun 

berdasarkan Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional 

PMG. 

 

Pasal 4 

Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional PMG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib disusun oleh : 

a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan 

Kedeputian; dan 

b. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Kepala 

Unit Pelaksana Teknis. 

   

Pasal 5 

Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional PMG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan sesuai 

dengan Tata Cara Penghitungan Analisis Kebutuhan Formasi 

Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini. 

 

Pasal 6 

(1) Hasil analisis yang disusun oleh pejabat Pimpinan Tinggi 

Pratama di lingkungan Kedeputian sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib disampaikan 

kepada Sekretaris Utama melalui Deputi terkait c.q. 

Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia untuk 

dilakukan verifikasi Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan 

Fungsional PMG dan rekapitulasi Formasi Kebutuhan 

Jabatan Fungsional PMG. 
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(2) Hasil analisis yang disusun oleh Kepala Pusat Penelitian 

dan Pengembangan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib 

disampaikan kepada Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro 

Umum dan Sumber Daya Manusia untuk dilakukan 

verifikasi Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional 

PMG dan rekapitulasi Formasi Kebutuhan Jabatan 

Fungsional PMG. 

 

Pasal 7 

Hasil verifikasi Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan 

Fungsional PMG dan rekapitulasi Formasi Kebutuhan Jabatan 

Fungsional PMG oleh Sekretaris Utama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan kepada Kepala Badan 

untuk ditetapkan sebagai Formasi Kebutuhan Jabatan 

Fungsional PMG. 

 

Pasal 8 

Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG yang telah 

ditetapkan oleh Kepala Badan disampaikan paling lambat 

bulan Februari tahun berikutnya kepada  : 

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan 

persetujuan teknis; dan  

b. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan 

formasi. 

 

Pasal 9 

(1) Dalam hal terjadi perubahan Formasi Kebutuhan Jabatan 

Fungsional PMG, setiap pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 

di lingkungan Kedeputian, Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengembangan, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib 

melakukan kembali Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan 

Fungsional PMG. 

(2) Hasil Analisis Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional 

PMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

disampaikan kepada Sekretaris Utama sesuai dengan 
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ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. 

 

Pasal 10 

Hasil Analisis Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional PMG 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sudah harus diterima 

Sekretaris Utama paling lambat bulan Januari pada tahun 

berikutnya. 

 

BAB IV 

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 11 

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, setiap pejabat 

Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kedeputian, Kepala 

Pusat Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala Unit 

Pelaksana Teknis wajib melakukan Analisis Kebutuhan 

Formasi Jabatan Fungsional PMG paling lambat bulan Januari 

2018.  

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 12 

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Juli 2017 

 

KEPALA BADAN METEOROLOGI, 

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, 

 

ttd 

 

ANDI EKA SAKYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 28 Agustus 2017 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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